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ABSTRAK 

 

Banyaknya penyandang masalah sosial di Kabupaten Temanggung seperti 

penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar non potensial menjadikan 

penulis tertarik untuk mengetahui tindakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan pelaksanaan program-program perlindungan 

dan jaminan sosial oleh dinas sosial berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 

Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, serta kendala yang di 

hadapi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penyandang masalah sosial yang di 

maksutkan agar bisa terpenuhi.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 

normatif. Dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan 

dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan 

dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Adapun hasil penelitian, Kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung 

mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan mengadakan program-

program pelatihan ketrampilan dan bantuan sosial berupa jaminan sosial dan uang. 

Pelaksaan kebijakan Dinas Sosial telah menjalankan fungsinya yaitu dengan 

memfasilitasi para penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia terlantar non 

potensial seperti memberikan bantuan sosial berupa jaminan sosial dan uang tunai per 

tahunnya dan pengetahuan ketrampilan dengan melakukan pelatihan seperti salon, pijat, 

menjahit dan bengkel serta peralatannya untuk penyandang disabilitas, anak terlantar dan 

lanjut usia terlantar non potensial dengan mendatangkan ahli sebagai narasumber 

sekaligus instruktur bagi mereka. Kendala yang di hadapi dinas sosial dalam pelaksanaan 

kebijakan perlindungan dan jaminan sosial yaitu kurangnya fasilitas seperti alat bantu 

untuk penyandang disabilitas dan lansia terlantar non potensial, alat ketrampilan untuk 

anak terlantar dan sumber dana yang ada dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sehingga pengelola panti 

atau lembaga  akhirnya tidak dapat terealisir. Upaya yang dilakukan dinas sosial 

Kabupaten Temanggung dengan meningkatkan sumber bantuan dana sosial  dan fasilitas 

umum untuk menunjang kebutuhan supaya penyandang disabilitas, anak terlantar dan 

lanjut usia terlantar non potensial lebih produktif dan hidup mandiri. 
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